PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

KECAMATAN JELIMPO

Alamat : Jalan Raya Ngabang-Sanggau

KEPUTUSAN
CAMAT JELIMPO

KABUPATEN LANDAK
Nomor : 52.TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR KECAMATAN JELIMPO
KABUPATEN LANDAK

CAMAT JELIMPO,

Menimbang: a. -bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang

baik, dan

b. bahwa dalam rangka guna mewujudkan kepastian hak dan
kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib
menetapkan Standar Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Jelimpo
Kabupaten Landak tentang Penetapan Standar Pelayanan
Publik pada Kantor Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik Indonesia

Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan
Publik Nasional,;

8. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten
Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018

Nomor 527);

9, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Landak.(Lembaran Daerah Kabupaten Landak
Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak
Tahun 2020 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Landak Nomor 86);

10. Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
(Lembaran Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021
Nomor 738);

11, Peraturan Bupati Landak Nomor 68 Tahun 2021 tentang
Ked.udukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak

MEMUTUSKAN :
Menetapkan -
KESATU : KEPUTUSAN CAMAT JELIMPO KABUP.
: ATEN LANDAK TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR
KECAMATAN JELIMPO KABUPATEN LANDAK.
KED :
UA : Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Jelimpo

Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
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KETIGA + Standar Pelayanan pada Kantor  Kecamatan Jelimpo
Kabupaten Landak meliputi produlk/jenia pelayanan
1. Evaluasi Rancangan RPVUMDes
2. BEvalunsi  Rancangan  REKPDes/Rancangnn  FEFDes
Perubahan
3. Bvaluasi Rancangan  APBDes/Rancangan  Al'BDes
Perubahan
4. Verifikasi dan Pengantar  Permohonan  Penyaluran
APBDes (Tahap 1, 11, 111)
5. Pengantar Penyaluran  Penghasilan  Tetap  dan
Tunjangan
Pengantar Penyaluran BLT DD
Verifikasi dan Pengantar Pertanggungjawnban APHBDes
(Tahap I, 11, 111)
Verifikasi dan Pengantar LPPD
Rekomendasi Penjaringan Perangkat Desa
0. Rekomendasi Pengangkatan dan Pelantikan Peranglal
Desa
11. Rekomendasi Mutasi dan/atau Promosi Perangkat
Desa
12. Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa
13. Pemberian Cuti Kepala Desa
14. Pengantar Penggantian Antar Waktu (PAW) Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
15. Pengantar Pembentukan Dusun
16. Penerbitan Rekomendasi Pertanian

17. Rekomendasi Rumah Ibadah
18. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

e

= 0,

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
KEEMPAT : Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh
Penyelenggaraan dan Pelaksanaan serta digunakan
sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh
Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila

KELIMA . kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT JELIMPO KABUPATEN LANDAK

NOMOR o2 TAHUN 2023
TANGGAL A JANUIARI 2023

TENTANG  : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK |

JELIMPO KABUPATEN LANDAK

Jenis Pelayanan - Evalunsi Rancangan RPIMDes

'ADA KANTOR KECAMATAN

.\':'rw'rr- I elivery ) ,_ ,-

|

Uraian

No. [ _ __Kuu;]mum - flu==—"
1 | Persyarntan 1. Surat Pengantar

2. Rancangan Perdes RPJMDes

3. Dokumen RPJMDes

4. SK Tim Penyusun RPJMDesa

5. Pokok-Pokok Pikiran BPD

6. Daflar Aspirasi Masyarakat Yang Hadir ke Musdes

7. Data Rencana Program dan Kcgiatan Pembangunan Yang
Akan Masuk ke Desa

8. Berita Acara Pengkajian Keadaan Desa (PKD)

9. Laporan Pemetaan Asct

10. Laporan Hasil Pengkajian Kcadaan Desa (PKD)

11. Gambar Peta Sosial Desa

12, Kalender Musim

13. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim

14. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa

15. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan

16. Daftar Inventarisir Potensi

17. Daftar Inventarisir Masalah

18, Penentuan Tindakan Masalah

19, Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah

20. Penentuan Peringkat Tindakan

21. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok

22. Rekapitulasi Gagasan Dusun/Kelompok

23, Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan

24. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

25. Skoring dan Kriteria Penentuan Prioritas

26. Matrik RPJMDesa

27. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang
Perencanaan Desa, Musyawarah  Dusun/Kelompok,
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah
Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan
RPJMDesa)

28 Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah
Desa  tentang  Perencanaan  Desa,  Musyawarah
Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan
Penyepakatan Rancangan RPJMDesa)

29, Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang
Perencanaan  Desa, Musyawarah  Dusun/Kelompok,
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah
Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan
RPJMDesa)

30. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang
Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJMDesa

31. Peta Desa

32. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD),
Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah
Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan
Penyepakatan Rancangan RPJMDesa)

2 | Prosedur/Alur Pelayanan 1. Berkas diterima oleh petugas Front OfTice
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2. Verifikasi berkas oleh petugas Evaluasi Rancangan RPJMDes
3. Paraf Kepala Seksi atau Sekcam

4. Penandatangan Lembar Evaluasi

5. Penyerahan Lembar Evaluasi

3 | Waktu Pelayanan 20 (dua puluh) Han Kenja
4 | Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya ( Rp. 0,00)
5 | Produk Lembar Evaluasi Rancangan RPJMDes
6 | Pengelolaan Penpaduan Tim Penanganan Pengaduan
Manufacturing
No. Komponen uraian
7 | Dasar 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten
Landak ( Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 527);

8 | Sarana dan Prasarana

Parkir, gedung, ruang tunggu, toilet, papan informasi, loket pengaduan,
loket pelayanan

9 | Jumlah Pelaksana

4(Empat) orang

10 | Kompentensi Pelaksana

Dapat Mengoperasikan Komputer,Pendidikan SLTA dan S-1

11 | Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga ditingkat
pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat).

12 | Jaminan Pelayanan

Sesuai Maklumat Pelayanan

13 | Jaminan Keamanan
Keselamatan Pelayanan

Data dilindungi dan mempunyai kepastian hukum untuk kepengurusan
layanan public

14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin bulanan dan tahunan
seria didasarkan pada sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Jenis Pelayanan

: Evaluasi Rancangan RKPDes/Rancangan RKPDes Perubahan

Service Delivery
No. Komponen uraian
1 | Persyaratan 1. Surat Pengantar
2. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP
Desa, Notulen dan Daftar Hadir
3. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
Tahun 2023
Rencana Kerja dan Tindak Lanjut

Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa

Data dan informasi tentang rencana pembiayaan

pembangunan Desa

7. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan
Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran
berikutnya

8. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan
Tujuan SDGs Desa

9. Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa

10. Daftar Rencana Kerjasama dengan Pihak Ketiga

11. Rancangan RKP Desa Tahun 2023

12. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023

13. Gambar Desain Kegiatan

14. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

15. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024

16. Berita Acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa

17. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang
perencanaan Desa

18. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa,
Notulen dan Daftar hadir

19. Dokumen Pandangan Resmi BPD

20. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa
RKP Desa tanun 2023

21. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa

22. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan

23. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023,
Notulen dan Daftar Hadir

24. Keputusan BPD tentang panitia Musyawarah Desa tentang

A o
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pembahasan, penyepakatan dan pengesahan Rancangan RKP
Desa tahun 2023

25. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP
Desa Tahun 2024

26, Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan,
penyepakatan dan pengesahan Rancangan RKP Desa tahun
2023, Notulen dan Daflar Hadir

27. Dokumen RKP Desa tahun 2023 dan DU-RKP Desa tahun
2024

28, Peta Desa

29, Dokumentasi foto kegiatan
a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
b. Penyusunan Rancangan RKP Desa
¢. Musdes Perencanaan Desa
d. Musrenbang Desa RKP Desa
e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa

2 | Prosedur/Alur Pelayanan 1. Berkas diterima di petugas Front Office
2, Verifikasi berkas oleh Tim Evaluasi
3. Paraf Kepala Scksi atau Sekcam
4. Penandatangan Lembar RKPDes/Rancangan RKPDes Perubahan
oleh Camat
5.Penyerahan Lembar Evaluasi Rancangan =~ RKPDes/Rancangan
RKPDes Perubahan
3 Waktu Pelayanan 20 (dua puluh) Hari Kerja
4 Biaya/Tanf Tidak dikenakan biaya ( Rp. 0,00)
5 | Produk Lembar Evaluasi Rancangan RKPDes/Rancangan RKPDes
Perubahan
6 Pengelolaan Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan
Manufacturing
No. Komponen uraian
7 | Dssac Hukum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
2. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemenintah
Kabupaten Landak ( Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun
2018 Nomor 527);
§ | Sarana dan Prasarana Parkir, gedung, ruang tunggu, toilet, papan informasi, loket pengaduan,
loket pelayanan, media informasi
9 | Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang ;
10 | Kompentensi Pelaksana Dapat Mengoperasikan Komputer,Pendidikan SLTA dan S-
11 | Pengawasan Internal Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga ditingkat
pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat).
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
13 | Jaminan Keamanan Data dilindungi dan mempunyai kepastian hukum untuk kepengurusan
Keselamatan Pelayanan layanan publik
14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin bulanan dan tahunan

serta didasarkan pada sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Jenis Pelayanan

: Verifikasi dan Pengantar Permohonan Penyaluran APBDes
(Tahap LIL, ITI)

Service Delivery

No.

Komponen

uraian

1

Persyaratan

1. Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran
sebelumnya (untuk permohonan penyaluran Tahap I)
Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahap sebelumnya
(untuk permohonan penyaluran Tahap II dan III)

Surat Pengantar

Surat Permohonan Penyaluran Tahap I, II, atau III

SPTIM

Perdes APBDes serta lampirannya

Perkades Penjabaran APBDes serta lampirannya

Fotokopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan

o

20 1O LA e k)

B Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

. 9. Fotokopi NPWP Desa -
2 | Prosedur/Alur Pelayanan 1. Menyerahkan berkas ke petugas [ront office
2. Berkas diterima oleh petugas front office
3. Verifikasi berkas oleh petugas
4. Paraf Kepala Seksi atau Sekcam
5. Penandatangan berkas oleh Camat
6. Penyerahan berkas kepada pemohon
3 Waktu Pelayanan 5 (lima) Hari Kerja
4 | Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya ( Rp. 0,00) |
5 | Produk Verifikasi dan Pengantar Permohonan Penyaluran APBDes -
6 Pengelolaan Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan
Manufacturing
No. Komponen uraian
1 [P Hilkin 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan Publik Pada  Pemerintah
Kabupaten Landak ( Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun
2018 Nomor 527);
8 | Sarena dan Prasarana Parkir, gedung, ruang tunggu, toilet, papan informasi, loket pengaduan,
loket pelayanan, media informasi
9 Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang
10 | Kompentensi Pelaksana Dapat Mengoperasikan Komputer,Pendidikan SLTA dan S-1
11 | Pengawasan Internal Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga ditingkat
pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat).
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
13 | Jaminan Keamanan Data yang dilindungi dan mempunyai kepastian hukum untuk
Keselamatan Pelayanan kepengurusan layanan publik
14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin bulanan dan tahunan
serta didasarkan pada sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Jenis Pelayanan : Evaluasi Rancangan APBDes/Rancangan APBDes

Perubahan

Service Delivery

No.

Komponen

uraian

1

Persyaratan

Surat Pengantar

Rancangan Perdes APBDes

Rancangan Perkades Penjabaran APBDes

Perdes RKPDes

Perdes mengenai Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

6. Perdes mengenai Pembentukan Dana Cadangan (jika
tersedia)

7. Perdes mengenai Penyertaan Modal (jika tersedia)

8. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD

Vo LN

Prosedur/Alur Pelayanan

1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap scsuai
persyaratan ke Petugas Front Office

2. Berkas diterima oleh Petugas Front Office

3. Berkas yang telah diverifikasi diparaf Kepala Seksi

4, Penyerahan berkas kepada pemohon

Waktu Pelayanan

20 (dua hari) Hari Kerja

Biaya/Tarif

Tidak dikenakan biaya ( Rp. 0,00)

(CIE-N L

Produk

Evaluasi Rancangan APBDes/Rancangan APBDes Perubahan

6

Pengelolaan Pengaduan

Tim Penanganan Pengaduan

Manufacturing

No.

Komponen

uraian

7

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,

2. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan Publik Pada Pemerintah
Kabupaten Landak ( Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun
2018 Nomor 527);
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Parkin, pecdung, g tangga, todet, papan informinsl, lokel pongaduin,

8 Savwna dan Diasanana
loket polayanan, media intonasd

__f___:.‘};nlﬁ__l_'_\?{aﬁu_im - L empat) orng
W0 Roagpentens Pelaksana Dagat Mengopemsthan Kompuler

Pelaksanaan pengawasan infernal secotn berjenjung hingga ditingkat
pengawasan oleh Kepala Satuan Ketjn (wasknt)

Sesuan Maklumat Pelayanan
Lentitas duy yang diperintukan untuk Tayanmn publik

11| Pengawasan lntermal

12 | lasunsn I‘\Eii)"aﬁ-m; o

13 | Janunan Neamanan
Neselamatan Pelavanan

14 | Bvaluaa Kwepa Pelakzana

Pelaksanaan evaluas kinegia dilahukan secan mtin bulanan din tnhinan
verta didasarhnn pada sisaon dan et yoog, telah ditetipkin,

Jenis Pelayanan « Rehomendasi Penganghatan dan Pelantikan Perangkat Desa
_Senviee Delivery . -
No ' K;\:tll\_\_‘!_n_@___i______- __L“___ [ T | | ———
1 Persysmamtan : I, Sumt Permohonan Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat
Desa
| i 2. Laporan Hasil Seloksi Perangkata Desa
2 Prossadur Alur Pelaywan : I. Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap scsuai
persyaratan ke Petugas Front Office
2. Berkas diterima oleh Petugas Front Office
3. Berkas yang teluh diverifikasi diparaf Kepala Seksi
' 4. Penyerahan berkas kepada pemohon —
3 | Wakm Pelavanan t| L(SATUY Hari Keggn _
4 | BinvaTant 2 | Tidak dikenakan biaya (Rp. 0,00)
S | Produk - | Rekomendasi Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa
€ Peagelolsan Pengadusn : | Tim Penanganan Pengaduan
Mamsocuring B
No. | Komponen uraian
7 | Dassr Hukum | 1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
;, dan Tata Cara Pendafaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
j 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
i tentang  Standar Opemsional  Prosedur  di  Lingkungan
. [ Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
! 3. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
: Penyelenggarnan  Pelayanan  Publik  Pada Pemerintah
Kabupaten Landak ( Berita Dacrah Kabupaten Landak Tahun
| 2018 Nomor 527);
8 | Sarana dan Prasarana - | Parkir, gedung, ruang tunggu, toilet, papan informasi, loket pengaduan,
l loket pelayanan, media informasi
9 | Jumlah Pelaksana : | 4 (empat) orang
10 | Kompentensi Pelaksana : | Dapat Mengoperasikan Komputer,Pendidikan SLTA dan S-1
11 | Pengawasan Internal . | Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga ditingkat
| pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat).
12 | Jaminan Pelsyanan : | Sesuai Maklumat Pelayanan
13 | Jaminsn Keamsnan - | Identitas diri yang diperuntukan untuk layanan publik
| Keselamatan Pelayanan
14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana - | Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin bulanan dan tahunan
| serta didasarkan pada sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Jenis Pelayanan . Pengantar Penyaluran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Service Delivery
No. | Komponen uraian
1 | Persyzratan : 1. Surat Pengantar
I 2. Surat Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap dan
| Tunjangan
' 3. Daftar penerima penghasilan tetap dan tunjangan
| 4. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan
~ ! : 5. Fotokopi NPWP Desa
=1 Ko/ Al Pelapana 1 1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai
| persyaratan diterima petugas front office
i 2. Berkas diterima oleh petugas front office .
! 3. Berkas vang telah diverifikasi oleh tim verifikasi dan diparaf
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Kepala Seksi
4. Berkas di tanda tangan oleh Camat
5. Penyerahan berkas kepada pemohon
3 | Waktu Pelayanan 2 (dua) Hari Kerja i
4 | Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya ( Rp. 0,00) -
5 | Produk Pengantar Penyaluran Penghasilan Tetap dan T unjangan
6 | Pengelolaan Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan o . -
Manufacturing - e B
No. Komponen uraian
T | PusaHukom 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
2. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah
Kabupaten Landak ( Berita Dacrah Kabupaten Landak Tahun
2018 Nomor 527);
8 | Sarana dan Prasarana Parkir, pedung, ruang tunggu, toilet, papan informasi, loket pengaduan,
loket pelayanan, media infonnasi
9 | Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang
10 | Kompentensi Pelaksana Dapat Mengoperasikan Komputer,Pendidikan SLTA dan 5-1
11 | Pengawasan Internal Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga ditingkat
pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat). |
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
13 | Jaminan Keamanan Identitas diri yang diperuntukan untuk layanan publik
Keselamatan Pelayanan
14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin bulanan dan tahunan
serta didasarkan pada sasaran dan target yang telah ditetapkan.
Jenis Pelayanan : Pengantar Penyaluran BLT DD
Service Delivery
No. Komponen uraian |
1 | Persyaratan 1. Laporan  Pertanggungjawaban  penyaluran bulan |
sebelumnuya (untuk permohonan penyaluran bulan Feruari,
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Okwbcr
November, dan Desembcr}
2. Surat Pengantar
3. Surat Permohonan Penyaluran BLT DD
4. Daftar KPM BLD DD
5. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan |
6. Fotokopi NPWP Desasurat keterangan/bukti  perubahan ;
Peristiwa Kependudukan |
2 | Prosedur/Alur Pelayanan 1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai
persyaratan diterima petugas front office |
2. Berkas diterima oleh petugas front office
3, Berkas yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi dan |
diparaf Kepala Seksi
4. Berkas di tanda tangan oleh Camat
S. Penyerahan berkas kepada pemohon
3 | Waktu Pelayanan 2 (dua) Hari Kerja
4 | Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya ( Rp. 0,00)
5 | Produk Pengantar Penyaluran BLT DD
6 | Pengelolaan Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan
Manufacturing |
No. Komponen uraian |
7 | Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 |
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan |
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; |
2. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 Tentang |
Penyelenggaraan  Pelayanan Publik Pada Pemerintah
Kabupaten Landak ( Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun
2018 Nomeor 527);
8 | Sarana dan Prasarana Parkir, gedung, ruang tunggu, toilet, papan informasi, loket pengaduan,
loket pelayanan, media informasi
9 | Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang
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Kompentensi Pelaksana

[ [ Dapst Mengopemsikan Komputer Pondidikan SLTA dan 51

|

Pengawasan lnternal

Jaminan Pelayanan

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga ditingkat _
_pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat).
Sesuni Maklumat Pelayanan

Jaminan Keamanan
Keselamatan Pelayvanan

ldentitas diri yang diperuntukan untuk layanan publik

Evaluasi Kinegja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi fincrju dilakukan secara rutin bulanan dan tahunan
serta didasarkan pada sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Jenis Pelayanan

. Verifikasi dan Pengantar Pertanggungjawaban APBDes (Tahap I, 11, IIT)

Service Delivery
No. Komponen urgian
1 | Persyamtan 1. Surat Pengantar
2. Laporan Konsolidasi
- Realisasi Penyerapan 75% Capaian Output 50% (untuk
Tahap I)
- Realisasi Penyerapan 90% Capaian Output 75% (untuk
Tahap II)
- Realisasi Penyerapan 100% Capaian Output 100%
(untuk Tahap III)
3. Foto baliho APBDes tahun berjalan
4. Rekening giro
5. Cetak Menu Laporan Perencanaan dan Penganggaran
APBDES (Siskeudes)
6. Cetak Menu Laporan Penatausahaan Keuangan Desa
(Siskeudes)
7. Cetak Menu Pembukuan Keuangan Desa (Siskeudes)
8. Lampiran Bukti Pendukung Belanja
2 | Prosedur/Alur Pelayanan 1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai
persyaratan diterima petugas front office
2. Berkas diterima oleh petugas front office
3. Berkas yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi dan
diparaf Kepala Seksi
4. Berkas di tanda tangan oleh Camat
5. Penyerahan berkas kepada pemohon
3 ‘Waktu Pelayanan 5 (lima) Hari Kerja
B Biaya/Tanf Tidak dikenakan biaya ( Rp. 0,00)
5 | Produk Verifikasi dan Pengantar Pertanggungjawaban APBDes (Tahap I, II,
111)
6 | Pengelolaan Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan
Manufacturing
No. Komponen uraian
7 | Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah
Kabupaten Landak ( Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun
2018 Nomor 527);
8 | Sarana dan Prasarana Parkir, gedung, ruang tunggu, toilet, papan informasi, loket pengaduan,
loket pelayanan, media informasi
9 | Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang
10 | Kompentensi Pelaksana Dapat Mengoperasikan Komputer,Pendidikan SLTA dan S-1
11 | Pengawasan Internal Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga ditingkat
pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat).
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
13 | Jaminan Keamanan Identitas diri yang diperuntukan untuk layanan publik
Keselamatan Pelayanan
14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin bulanan dan tahunan
serta didasarkan pada sasaran dan target yang telah ditetapkan.
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Jenis Pelayanan . Verifikasi dan Pengantar LPPD

\1 - ice f)n J'n-m

o Y Ismnpnnm } o - uraian
1| Persyaratan : 1. Surat Pengantar
2. Sistematika Pembuatan LPPDes
- . ey e 3. Substansi/lsi LPPDes
¢ | Proscdm/Alur Pelaysnan : 1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai
persyaratan diterima petugas front office
2. Berkas diterima olch petugas front office
3. Berkas yang telah divenfikasi oleh um venfikas: dan
diparaf Kepala Seksi
4. Berkas di tanda tangan oleh Camat
5. Penycrahan berkas kepada pemohon g4
3 Waktu Pelayanan v 1.3 (n;_,a} Hari Kerja .
4 Biaya/Tanf : | Tidak dikenakan biaya (_p 0,00)
5 | Produk : | Verifikasi dan Pengantar LPPD s
6 | Pengelolaan Pengaduan : | Tim Penanganan Pengaduan ]
Manufacturing ) B .
No. Komponen uraian |
7 | Dassm Hukun “1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 |
tentang Standar Operasional Prosedur di  Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
2. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik  Pada Pemenintah
Kabupaten Landak ( Berita Dacrah Kabupaten Landak Tahun
2018 Nomor 527);,
8 Sarana dan Prasarana - | Parkir, gedung, ruang tunggu, toilet, papan informasi, loket pengaduan, ;
) loket pelayanan, media informasi |
9 | Jumlah Pelaksana : | 4 (empat) orang |
10 | Kompentensi Pelaksana : | Dapat Mengoperasikan Komputer,Pendidikan SLTA dan 5-1
11 | Pengawasan Internal - | Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga ditingkat
pengawasan olch Kepala Satuan Kerja (waskat).
12 | Jaminan Pelayanan : | Sesuai Maklumat Pelayanan |
13 | Jaminan Keamanan : | 1dentitas diri yang diperuntukan untuk layanan publik |
Keselamatan Pelayanan |
14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana - | Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin bulanan dan tahunan
serta didasarkan pada sasaran dan target yang telah ditctapkan |
Jenis Pelayanan - Rekomendasi Penjaringan Perangkat Desa
Service Delivery |
No. Komponen uraian |
1 Persyaratan | 1.Surat Permohonan Penjaringan |
2 | Prosedur/Alur Pelayanan : 1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai |
persyaratan diterima petugas front office '
2. Berkas diterima oleh petugas front office l
3. Berkas yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi dan |
diparaf Kepala Seksi i
4. Berkas di tanda tangan oleh Camat '
5. Penyerahan berkas kepada pemohon
3 Waktu Pelayanan : | 1 (satu) Hari Kerja
4 Biaya/Tanf : | Tidak dikenakan biaya ( Rp. 0,00) |
5 | Produk : | Rekomendasi  Penjaringan  Perangkat :
Desa
6 Pengelolaan Pengaduan : | Tim Penanganan Pengaduan
Manufacturing
No. Komponen uraian 1
7 | Pesae Hukum “| 1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendalaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, |
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 "
tentang _ Standar _ Operasional _ Prosedur _di_ Lingkungan |
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|
|
|

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaman  Pelayanan  Publik  Pada  Pemerintah
Kabupaten Landak ( Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun
2018 Nomor 527);

il

8 | Sanmmna dan Prasarana Parkir, gedung, ruang tunggu, toilet, papan informasi, loket pengaduan,
| loket pelayanan, media informasi
9 | Jumlah Pelaksana 2 (dua) orang
10 | Kompentensi Pelaksana Dapat Mengoperasikan Komputer,Pendidikan SLTA dan S-1
11 | Pengawasan Internal Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga ditingkat
\ pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat).
2 | Jaminan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
13 | Jaminan Keamanan Perlindungan dan  pemenuhan hak terhadap diri pnbadi  yang
| Keselamatan Pzlavanan bersangkutan.
14 ! Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin bulanan dan tahunan
. serta didasarkan pada sasaran dan target vang telah ditetapkan.
Jenis Pelayanan : Rekomendasi Mutasi dan/atau Promosi Perangkat Desa
Service Delivery
No. | Komponen uraian
1 | Persyaratan 1. Surat Permohonan mutasi dan/atau Promosi Perangkat Desa
2. Lampiran SK Perangkat Desa yang akan dimutasi dan/atau
:' dipromosikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
' dan/atau Dokumen Perjalanan Orang Tua atau Surat
Keterangan Pindah Luar Negeri
2 | Prosedur/Alur Pelayanan 1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai
persyaratan diterima petugas front office
2. Berkas diterima oleh petugas front office
3. Berkas yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi dan
diparaf Kepala Seksi
4. Berkas di tanda tangan oleh Camat
5. Penyerahan berkas kepada pemohon
3 | Waktu Pelayanan Maksimal 1 (satu) Hari Kerja
| 4 | BiayaTanf Tidak dikenakan biaya ( Rp. 0,00)
5 | Produk Rekomendasi Penjaringan  Perangkat
Desa
6 | Pengelolaan Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan
Manufacturing
| No. Komponen uraian
7 | Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah
Kabupaten Landak ( Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun
2018 Nomor 527);
8 | Sarana dan Prasarana Parkir, gedung, ruang tunggu, toilet, papan informasi, loket pengaduan,
loket pelayanan, media informasi
| 9 | Jumlah Pelaksana 2 (dua) orang
10 | Kompentensi Pelaksana Dapat Mengoperasikan Komputer,Pendidikan SLTA dan S-1
11 | Pengawasan Internal Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga ditingkat
pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat).
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
13 | Jaminan Keamanan Perlindungan dan pemenuhan hak terhadap diri pribadi yang
Keselamatan Pelayanan bersangkutan.
14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin bulanan dan tahunan
serta didasarkan pada sasaran dan target yang telah ditetapkan.
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Jenis Pelayanan

. Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa

Service Delivery

No. Komponen uraian
1 | Persyaratan 1. Surat Permohonan Pemberhentian Perangkat Desa
2. Akta Kelahiran (untuk Perangkat Desa yang berhenti karena
telah memasuki masa pensiun)
3. Surat Pengunduran Diri (untuk Perangkat Desa yang
berhenti karena mengundurkan diri)
4. Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian (untuk
Perangkat Desa yang berhenti karena meningpal dunia)
2 | Prosedur/Alur Pelayanan 1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai
persyaratan diterima petugas front office
2. Berkas diterima oleh petugas front office
3. Berkas yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi dan
diparaf Kepala Seksi
4. Berkas di tanda tangan oleh Camat
5. Penyerahan berkas kepada pemohon
3 Waktu Pelayanan Maksimal 1 (satu) Hari Kerja
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya ( Rp. 0,00)
5__| Produk Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa
6 | Pengelolaan Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan
Manufacturing
No. Komponen uraian
7 | Dasar Fulum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah
Kabupaten Landak ( Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun
2018 Nomor 527);
8 | Sarana dan Prasarana Parkir, gedung, ruang tunggu, toilet, papan informasi, loket pengaduan,
loket pelayanan, media informasi
9 | Jumlah Pelaksana 2 (dua) orang
10 | Kompentensi Pelaksana Dapat Mengoperasikan Komputer,Pendidikan SLTA dan S-1
11 | Pengawasan Internal Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga ditingkat
pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat).
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
13 | Jaminan Keamanan Merupakan perikatan yang sah antara pribadi (perempuan) dengan (laki-
Keselamatan Pelayanan laki) di mata hukum sehingga terjapanya norma-norma kesusilaan
14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin bulanan dan tahunan
serta didasarkan pada sasaran dan target yang telah ditetapkan.
Jenis Pelayanan . Pengantar Pembentukan Dusun
Service Delivery
No. Komponen uraian
1 | Persyaratan 1. Berita Acara hasil Musyawarah Desa mengenai Pembentukan
Dusun
2 | Prosedur/Alur Pelayanan 1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai
persyaratan diterima petugas front office
2. Berkas diterima oleh petugas front office
3. Berkas yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi dan
diparaf Kepala Seksi
4. Berkas di tanda tangan oleh Camat
5. Penyerahan berkas kepada pemohon
3 Wakm Pelayanan Maksimnal 1 (satu) Hari Kerja
4 | Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya ( Rp. 0,00)
5 | Produk Pengantar Pembentukan Dusun
6 | Penpelolaan Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan
Manufacturing
No. Komponen uraian
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+7 | Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 |
tentang Standar Operasional Prosedur di  Lingkungan |
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, ,
2. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Pada  Pemerintih
Kabupaten Landak ( Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun
2018 Nomor 527);
8 | Sarana dan Prasarana Parkir, gedung, ruang tunggu, toilet, papan informasi, loket pengaduan, |
loket pelayanan, media informasi
9 | Jumlah Pelaksana 2 (dua) orang .
10 | Kompentensi Pelaksana Dapat Mengoperasikan Komputer,Pendidikan SLTA tian S'l, : |
11 | Pengawasan Internal Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga ditingkat
pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat).
12| Jaminan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan = .
13 | Jaminan Keamanan bukti yang sah atas status hukum karena suatu peristiwa perceraian
Keselamatan Pelayanan
14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin bulanan dan tahunan
serta didasarkan pada sasaran dan target yang telah ditetapkan.
Jenis Pelayanan : Pemberian Cuti Kepala Desa

Service Delivery

No. Komponen uraian
1 | Persyaratan 1.Surat Permohonan Cuti
2 | Prosedur/Alur Pelayanan 1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai
persyaratan diterima petugas front office
2. Berkas diterima oleh petugas front office
3. Berkas yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi dan
diparaf Kepala Seksi
4. Berkas di tanda tangan oleh Camat
5. Penyerahan berkas kepada pemohon
3 | Waktu Pelayanan Maksimal 1 (satu) Hari Kerja
4 | Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya ( Rp. 0,00)
5 | Produk Pemberian Cuti Kepala Desa
6 | Pengelolaan Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan
Manufacturing
No. Komponen uraian
7 | Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah
Kabupaten Landak ( Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun
2018 Nomor 527);
8 | Sarana dan Prasarana Parkir, gedung, ruang tunggu, toilet, papan informasi, loket pengaduan,
loket pelayanan, media informasi
9 | Jumlah Pelaksana | (satu) orang
10 | Kompentensi Pelaksana Dapat Mengoperasikan Komputer,pendikan S-1
11 | Pengawasan Internal Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga ditingkat
_ pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat).
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
13 | Jaminan Keamanan bukti dokumen sah status hukum karena suatu peristiwa kematian
Keselamatan Pelayanan
14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin bulanan dan tahunan
serta didasarkan pada sasaran dan target yang telah ditetapkan.
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Jenis Pelayanan

: Pengantar Penggantian Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Service Delivery

No. | Komponen uraian
1 | Persysramn 1. Surat Pengunduran Diri
'i 2. Berita Acara Pengunduran Diri disertai daftar hadir rapat
| 3. Dokumen persvaratan untuk menjadi calon anggota BPD
2 | Prosedur/Alur Pelayanan 1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai
' persyaratan diterima petugas front office
2. Berkas diterima oleh petugas front office
'- 3. Berkas yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi dan
\ diparaf Kepala Seksi
| 4. Berkas di tanda tangan olch Camat
' 5. Penyerahan berkas kepada pemohon
3 | Wakm Pelsyanan Maksimal 1 (satu) Hari Kerja
4 | Bisya/Tarf : | Tidak dikenakan biaya ( Rp. 0,00)
s ‘ Produk Pengantar Penggantian Antar Waktu (PAW) Badan
| Permusyawaratan Desa (BPD)
6 | Pengelolaan Pengaduan : | Tim Penanganan Pengaduan
Manufacturing
No. Komponen uraian
7 | Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
! tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
| Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
‘ 2. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah
| Kabupaten Landak ( Berita Dacrah Kabupaten Landak Tahun
't 2018 Nomor 527);
‘ 8 | Sarana dan Prasarana Parkir, gedung, ruang tunggu, toilet, papan informasi, loket pengaduan,
| loket pelayanan, media informasi
| 9 | Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
| 10 | Kompentensi Pelaksana Dapat Mengoperasikan Komputer
11 | Pengawasan Internal Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga ditingkat
: | pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat).
| 12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
| 13 | Jaminan Keamanan bukti dokumen sah atas status hukum
| Keselamatan Pelayanan
14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin bulanan dan tahunan
| serta didasarkan pada sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Jenis Pelayanan

. Penerbitan Rekomendasi Pertanian

| Service Delivery

| No.

! Komponen

uraian

1

| Persyaratan

Foto Cofy KTP Ketua Kewlompok Tani
Rekomendasi Kepala Desa

Proposal Kelompok Tani

Domisili Kelompok Tani

Prosedur/Alur Pelayanan

~ B wp

Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai
persyaratan diterima petugas front office

Berkas diterima oleh petugas front office

Berkas yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi dan
diparaf Kepala Seksi

4. Berkas di tanda tangan oleh Camat

5. Penyerahan berkas kepada pemohon

gl o

)

Waktu Pelayanan

Maksimal 1 (satu) Hari Kerja

.

Biaya/Tarif

: | Tidak dikenakan biaya ( Rp. 0,00)

L]

Produk

Penerbitan Rekomendasi Pertanian B
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| . Persturan Miemteri Delam Negen Nomor
| ternang  Stmdar Operasional Proseds

| Pemerirtzh Provinsi dan Kabupmen Kotz ~
Pergturan Bupeti Landak Nomor 2% Tahum 2018 Temmang
Vemyelengyaraan  Pelzyaran  Public Pada ?e:-:ri'.r.:ah
|| Kat Lardsk ( Bariiz Dasrah Kabupeten Landak Tehun
| | 2013 Yomer 5275,

W

e | parkin, gedung, rumy tmggs, vales, pepen informass, loket pengaduoan

|| ke pelayamem, media mformas:

9 | Jumdzh Pelakana V| Wsxty) orang -
10| Vgt Velak v || Dapet Mingoperesiken Komper Pendiden S1

U1 | Pengawasan Interral | | Pelaksanaan pengaansan imerrz] secarz begjenjang hingz2 drangikat

| pengawasen oleh Kepzla Satuen Kenja (waskat).
12 | mninan pelayanan | : | Sesuzi Maklumat Pelzvanen
19 | Jamman ¥oeananan : | Sesuad Makluma Pelaymm
V.esnlmmation Pelaypanan -

14| Bvaluas Vinerja !{r,lakma Pelakvmamn evziazs kmere Gilzkokan secerz rotin bulmam dan mhima

!' 1 serta didzmarkan pada saszen dom trpet vang teleh ditetapian

Jenis Pelayanan

. Rekomendasi Rumzh Ibadzh

Tervice Delivery _
MNo, | Foannprmen | Rz
|| Petsyuratan i 1. Rekomendasi Kepala Desa
2. Proposal Pembengunan Tempat Ibadah
| 3. Foto Cofy Ketzz Pembangunan
I 4. Keterangan Domisili Tempat Ibadah dari Kepela Desa
B 5. Susunan Kepengurusan Pznitia Pembangunan
2 | Provedurl Alur Pelayanan : 1. Pemohon menyerzhkan berkas yang telah lengkap sesuai
persyaratan diterima petugas front office
2. Berkas diterima oleh petugas front office ,
3. Berkas yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi dan
diparaf Kepala Seksi
4, Berkas di tanda tangan oleh Camat
5. Penyerzhzn berkas kepada pemohon
3 | Waktu Pelayanan Maksimal 1 (satu) Hai Kerja ’
A4 | Biaya/Tanf Tidak dikenzkan bizya ( Rp. 0,00)
5 | Produk Rekomendasi Rumah Ibadzh
G | Pengeloluwan Pengaduan : | Tim Penangznzn Pengaduan
Menufucturing .
__F_I_u;_ Komponen urzian |
7 | Duear Huskum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tehun 2011 |
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan |
Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota;
2. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemenntah
Kabupaten Landak ( Berita Dasrah Kabupaten Landak Tzahun
e . 2018 Nomor 527);
# | Saruna dan Prasarana Parkir, gedung, ruang tunggu, toilet, papan informasi, loket pengaduan.
e s loket pelayanan, media informasi
9 _| Jumilah Pelaksana 1 (satu) orang
10| Kompentensi Pelaksana | Dapat Mengoperasikan Komputer, Pendidikan S-1
11| Pengawasan Internal Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga ditingkat
..... o pengawasan oleh Kepala Satuan Kena (waskat).
12_| Jaminan Peliyanan ¢ | Sesuai Maklumat Pelayanan
N3] Jaminan Veamanan : | Sesuai Maklumat Pelayanan
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Kesclamatan Pelayanan

Evaluasi Kinetja Pelaksana

Pelaksanaan cvaluasi kincrjn dilakukan secorn rutin bulanan dan tahunan

sertn didasarkan pada sasaran dan target yang 1elah ditetapkan

Jenis Pelayanan

¢ Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMI3)

Service Delivery o -
No. Komponen __urnian _
1 | Persyaratan 1. Foto K'TP yang bersangkutan;
2. Rekomendasi Kepala Desa;
3. Surat pernyataan persctujuan lingkungan dari tetangga yany
berdekatan, ditandatangani oleh tetangga, diketahui Ketuz .
RT, Kepala Desa dan Mengetahui Camat; '
4. Sket Lokasi,
3. Fotocopy Sertifikat, o |
2 | Prosedur/Alur Pelayanan 1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai |
persyaratan diterima petugas front office ]
2. Berkas diterima oleh petugas front office |
3. Berkas yang telah diverifikasi  oleh tim verifikasi dan |
diparaf Kepala Seksi |
4. Berkas di tanda tangan oleh Camat '
5. Penyerahan berkas kepada pemohon !=
3 | Waktu Pelayanan Maksimal 1 (satu) Hari Kerja !
4 | Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya ( Rp. 0,00) |
5 | Produk Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) |
6 | Pengelolaan Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan i
|
Manufacturing |
No. Komponen uraian |
7 | Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintzh
Kabupaten Landak ( Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun
2018 Nomor 527), ,
8 Sarana dan Prasarana Parkir, gedung, ruang tunggu, toilet, papan informasi, loket pengaduan,
loket pelayanan, media informasi
9 | Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang |
10 | Kompentensi Pelaksana Dapat Mengoperasikan Komputer,Pendidikan S-1
11 | Pengawasan Internal : | Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga ditingkat
_pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat).
12 | Jaminan Pelayanan : | Sesuai Maklumat Pelayanan
13 | Jaminan Keamanan bukti dokumen sah atas status hukum
Keselamatan Pelayanan
14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin bulanan dan tahunan
serta didasarkan pada sasaran dan target yang telah ditetapkan.
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